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Abstract: State authority imtervention throwgh public policies plaved an important role to fairly diverib-
uted and oprimally wtilized water resource. However, the local government as state representations could
be fallen down on the execwtion. This research comructed by local authortty policies model in exploiting
clean water in Baru, East Java. This research model follows the quantitative paradigm. The created
methodology modely foundations were based on systemic thinking methods and cognitive policies map-
ping by wsing Powerism Control Software. Consiructed policies model was clean water exploitation. The
model shows the common difficulties typology model. This model able 1o guide limuation. explonation, and
consumption of waler resource management policies in order 10 create fairness, better service, competition,
and give priority to public interest and hamper private dominations. Local government cortrols regarding
o managing allocation (guoentin: guality, duration), pricing, and water refributions were the prereguisile
to ensure sufficient arigingl district revenue while private companies acquire profit. Control and regula-

tion by the government in term of clean water privatization were as a purpase 1o ascertain the long term

benefits and eliminate any disadvantages
Keywords: public policy, exploiting clean water

Ideologi berbasis pasar menganggap masalsh sosial
sebagai peluang bisnis. Perluasan pengarubnya
memicu prakarsa bisnis air korporasi multi nasional/
trans nasional (MNC/TNC) yang melibatkan institusi
internasional terutama di negara berkembang. Bisnis
vang masih memenuhi kebutuhan air 5% populasi ini
bernilai USS$.400 miliar, beromset sama dengan 40%
bisnis minyak (Barlow dan Clarke 2002). World Bank
(WB) memprediksi omset globalnya akan bernilai
USS. 1 trilyun dalam waktu dekat (Fortune 2000).
Bersamaan dengan bertambahnya nilai, kebutuh-
an dan kelangkaan air, bisnis mi merugikan lingkungan
dan sosial (Leslic 2000). Air menjadi komoditas ber-
harga dan determinan kekayaan bangsa schingga
disebut emas biru (Barlow 2001, Barlow dan Clarke
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2002). Siklus hidrologis alamiah menunjukkan bahwa
ketersedsaan air global tetap dan cukup untuk meme-
nuhi kebutuhan, tetapi 1/5 populasi (1.2 miliar jiwa)
kekurangan air bersih dan 23 pertumbuhan populasi
akan menghadapi knisis air absolut pada 2025. Akses
populasi kota dan desa atas air bersih masing-masing
93% dan 55% (WHO 1999).

Meskipun jaminan negara tidak dirumuskan
dalam bentuk akuntabilitas pemerintah namun peme-
rintah harus menghormati, melindungi dan memenuhi
hak atas air. Pemerintah daerah (pemda) kabupaten/
kota bertanggungjawab memenuhi kebutuhan pokok
minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat di
wilayahnya (Putusan Mahkamah Konstitusi No. 008/
PUU-MI2005).

Kebijakan publik adalah proses yang kompleks
schingga memeriukan pendckatan sistem, dukungan
institusi kuat, bertanggungjawab dan melibatkan
seluruh stakeholders. Good governance harus
menjadi dasar kebijakan sumber daya alam yang akan



tercapai apabila ada sinergi antara masyarakat, publik
dan privat (Alikodra 2002). Namun, kebijakan publik
di negara berkembang umumnya gagal mempengaruhi
respons yang diinginkan (Frey, 1992). Monopoli pe-
merintal bisa membebani biaya berlebih atau layanan
pilih-kasih. Kebijakan sumber daya air lebih berhasil
pada negara maju (Glazer dan Lave 1996).

Siklus hidrologis alamiah di Indonesia meng-
hasilkan 3.085 milyar m’ per tahun (Alikodra 2003a)
tetapi 100 juta populasi kekurangan air bersih dan
sehat sehingga rentan sakit ( Depkes R1 2003); 80%
belum memiliki akses air mengalir (Sanim 2003a).
Dalam situasi penambahan intensitas dan ekstensitas
konflik air, regulasi memberi peluang dominansi privat
(Sanim, 2003b). Dalam pada itu kajian kebijakan
manajemen air bersih masih terbatas sehingga teori,
model dan paradigmanya belum banyak dikenali. Lh-
perlukan penelitian yang mendasar dan komprehensifl
Model Kebijakan Otoritas Dalam Eksploitasi Air
Bersih Menggunakan Powersim Construcior

METODE
Pendckatan, Waktu dan Lokasi

Penelitian ini menekankan pada pendekatan
kuantitatif menggunakan pemodelan dengan sofiware
tools Powersim Constructor. Penelitian dua tahun
(2003-2005) di Batu ini ditetapkan secara purposif;
mengkaji data dari tempat pelaksanaan peran pembuat
kebijakan, administrator dan informan kunci, vaitu:
kantor (dan rumah) walikot, DPRD, Dinas Sumber
daya Air dan Energi (DSDAE), Dinas Pertanian
{Disperta), Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup
(DHLH), Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda),
Dinas Pemukiman dan Bina Marga (DMBM), Perhu-
tani, korporasi publik/privat, Himpunan Penduduk
Pemakai Air Minum/Paguyuban Air Minum
(HIPPAM/PAM), Himpunan Petani Pemakai Air
{HIPPA) dan individu.

Tata Laksana Penelitian dan Rekavasa Model
Tata laksana penelitian ini ialah:
*  pengumpulan, penyajian dan analisis data,
rekayasa mode] dinamis, terdiri atas:
analisis sistem: analisis kebutuhan srake-
holders, formulasi masalah dan pembuatan
causal loop diagram;

rekayasa model dinamis;

analisis kebijakan: deskripsi output model
untuk menggambarkan perilaku model dan
menemukan kebijakan alternatiffskenario
kebijakan.

+ pengembangan kebijakan alternatifirekayasa
model verbal.

Tata laksana rekayasa model dinamis ialah
sebagai berikut.
«  seleksi konsep dan variabel yang konsisten dan
relevan dengan model yang direkayasa. Pemeta-
an kognitif dengan metode berpikir sistem dilaku-
kan untuk mengembangkan model abstrak dari
keadasn riil. Selanjutnya, penelashan secara teliti
dien mendalam asumsi-asumsi dan konsistensinva
terhadap vanabel dan parameternya berdasarkan
Justifikasi pakar.
*  konstruksi model, mengikuti tahap schagai
berikut:
- model abstrak yang dikembangkan direpre-
sentasikan dalam model dinamis;

- wverifikasi dan validasi model

- penyempurnaan struktural dan fungsional
melalui simulasi.

* analisis sensitivitas: untuk mengetahui variabel
yang berpengaruh nyata (perubahannya mempe-
ngaruhi model secara keseluruhan). Varisbel
vang kurang/tidak berpengaruh dalam model
dieliminasi,

* analisis kebijakan: intervensi struktural atau
fungsional pada model untuk memahami pelbaga:
alternatif skenario dan kebijakan terbaik berdasar
simulasi (Muhammadi, er al, 2001).

Teknik Pengumpulan Data dan Validasi Data

Pengumpulan data kebijakan berdasarkan feno-
mena yang muncul dengan observasi partisipatif/non
partisipatif, dokumentasi formal/personal, indepih
atau focused interview (terstruktur, semi dan tidak
terstruktur), wawancara pakar dan swrvey. Analisis
emic yang bisa menghasilkan sel/ validating diatasi
dengan triangulasi, yaitu mencari data banding dari
informan kunci. Konfirmasi data dengan indepth in-
terview untuk mengungkap data informatif seperti ide
pribadi.

Wawancara pakar untuk akuisisi pengetahuan,
Bahan berdasar riset kancah dan diskusi dengan




stakeholders (Miles dan Huberman 1992, Moleong
2000). Survey untuk mengkaji dampak mutakhir kebi-
jakan privatisasi air bersih dan mengkaji kebutuhan
air bersih domestik. Pengambilan sampel dengan
teknik random sampling mas populasi kota; dari 23
desa/kelurahan diambil 10 (sepuluh) sampel schingga
terdapat 230 sampel mengikuti Kroelinger (2001).

Validasi data diuji dengan kriteria kredibilitas,
transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas,
Validasi jawaban pakar dengan komparasi jawaban
pakar lain. Suatu konsep atau variabel valid bila selu-
ruh atau mayoritas pakar memberikan jawaban sama
(Miles dan Huberman 1992, Moleong 2000). Atas
model simbolis, setelah uji validitas, dinyalakan valid
dan stabil, diverifikasi melalui simulasi untuk mema-
hami perilakunya lalu diuji sensitivitasnya.

Analisis Data

Analisis data utama ialah dengan analisis kuanti-
tatif atas model kebijakan yang telah valid dan stabil
(simulasi model dinamis). Analisis data kualitatif
dilakukan dengan: | )telash, 2) reduksi, 3) kategorisasi,
4) coding, 5) pemeriksaan keabsshan, 6) penafsiran
dengan menemukan atau membangun kategori-
kategori mh mengena perthal, orang, peristiwa dengan
karakteristik properties-nya dan menghubungkannya
satu sama lain. Tujuannya sampai pada penyusunan
teori sublantif vang bermuatan dan bernuansa teori
formal, bukan sekadar deskripsi langsung/deskripsi
analitis. Data dikumpulkan, diklasifikasi berdasarkan
kategori-kategori dengan seperangkat sifatnya sekali-
gus dianslisa dan diinlerpretasi pads wakiu relatif
sama. Metode versrehen yaitu penempatan diri
peneliti dalam peran aktor kebijakan privatisasi air
bersih, pemaknaan yang berhubungan dengan pikiran,
perasaan, motif, proses internal dan tak terukur dan
imner experience aktor untuk memperoleh tafsir
subjektif kebijakan yang komprehensif, mendalam,
alamish dan tanpa banyak intervensi peneliti (Schlegel
1984). Pemahaman subjektiffempatik atas aktor yang
dijebarkan peneliti mempengaruhi ketajaman analisis.
Metode ini dipakai pula untuk melihat kebijakan yang
struktural dan personal atau yang voluntaristik dan
deterministik. Dempeak mutakhir kebijakan privatisasi
air bersih dianalisis dengan metode Chi-Kuadrar
(Koopmans, | 987). Data dari kuesioner yang berhu-
bungan kausal dan peubah dependennya kualitanif

atau dikotom menggunakan Regresi Logistik (Hosmer
dan Lemeshow 1989). Peubah yang berhubungan
kausal antara lain adalah perubahan pra/pasca privati-
sasi. Analisis kebijakan mengikuti Greenberger, er al.
(1976), Meter dan Hom (1989), Weimer dan Vining
(1989), Islamy (1992), Parsons (1995), Soeprapto
(2000) dan Muhammadi, er al. (2001).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

Kota Batu terletak antara 7°55'30"-7°57°30" LS
dan 115°177307-118719°0" BT, 700-1100 m dpl. 100
km dari Surabaya dan nyaris di tengah Jawa Timur.
Batu adalah pemerintahan otonom (UU No.11/2001),
sebelumnya adalah kota administratif bagian dar
Kabupaten Malang. De Klein Switzerland (Swiss
Kecil) ini terdiri atas 3 kecamatan (Batu, Bumiaji,
Junrejo), 19 desa, 4 kelurahan, 222 RW, 1.037 RT.
Luasnya 199.087.300 m® (19.908,73 ha), populasi
169.498 jiwa, pertumbuhan 2% (2004), rerata (2000-
2004) 2,01%. Klasifikasi populasi menurut agama:
Islam 91,3%, Protestan 3,03%, Katholik 2,24%,
Budha dan Hindu 0,1 2%:; etnis: Jawa 99%, lain-lain
{Arab, Madura, Tionghoa dan peranakan) 1%.

Batu adalah kota desa dan dikembangkan seba-
gai agropolitan dengan jasa, komersial dan industri
schagai penopang ckonomi utama. Meskipun disebut
"kota”, 90,59% wilavah adalah hutan (74,17%),
sawah, tegalan, kebun dan semak (16,42%), Pusat
kota merupakan lembah yang dikeliling gunung (G)
Welirang, G Arjuno dan G Biru (utara);, G Panderman
dan G.Butak (selatan); G Petungamplak, G Argo-
wayang dan GPasang (barat laut); GKelet (barat);
GKawi (barat daya). Pertumbuhan ekonomi 4,08%,
PCl Rp3.7 juta dan inflasi 6,69%. PDRB didukung
oleh sektor primer, sekunder dan tersier, yaitu
pariwisata (perdagangan dan hotel) (45%), pertanian
(14,7%), jasa lain (1 4,03%), industri kecil ( 12,45%),
keuangan (4,89%), transportasi dan komunikasi
(4,71%), listrik dan air bersih (2,11%), bangunan
(1,84%), pertambangan dan penggalian (0,32%)
(AKU APBD 2004).

Kondisi Sumber daya Air
Secjak pemerintahan penjajah Belanda, Batu
adalah pemasok air utama untuk Kabupaten dan Kota



Malang. Konstruksi air Belanda masih dimanfaatkan.
Sumber daya air untuk memenuhi berbagai keperfuan
terutama air minum (air dari sumber layak minum)
dan irigasi. Pada awal 1990-an jumlah sumber 115,
kini 111, 87 telah diinventarisasi. Debit total sumber
terinventarisasi berbeda setiap musim, maksimal
2.594.5 liter per detik (V'd) (Februari-Maret) dan mini-
mal 2.035,9 /d (September-Oktober). Setiap desa
atau kelurahan memiliki rerata 5§ sumber, umumnya
di dekat dan lebih tinggi dan area pemukiman sehinggn
konstruksi infrastruktur sistem layanan air relatif
mudah dan murah. Pasokan air memanfaatkan gaya
gravitasi (kecuali Sumber Gemulo yang sampai 1990-
an menggunakan konstruksi pipa otomatis tenaga air
karena terletak di lembah).

Jumiah ketersediaan air di Batu sangat besar,
tetapi terjadi krisis penyediaan air dan pengurangan
debit sumber, Petani, misalnya di Pandanrejo, antri
rerata seminggu untuk memperoleh air irigasi. Debit
sumber Brantas turun dari 12 1'd (1998) menjadi 2 I/d
(DSDAE 2004). Krisis diperkirakan akan bertambah
dengan proyek pipanisasi yang mengalihkan air ingasi
untuk air minum. Sungai yang digunakan untuk irigasi,
MCK dan lain-lain akan mati.

Krisis air memicu konflik antara komunitas ver-
sus otoritas lokal. Menurut petani faktor penyebabnya
adalzh ketidakadilan alokasi sumber daya air. Korpo-
rasi privat/publik dan individu memiliki sebagian besar
sumber air. Petani mengusulkan rekonstruksi dam
yang jebol karena banjir bandang (3/2/2004) dan tidak
mengurangi pasokan air irigasi melalui proyek pipani-
sasi. Pemda berpendapar faktor penyebabnya ialah
kelangkaan. Jumlah pengguna bertambah sedangkan
ketersediaan menurun. Alokasi air irigasi cukup bah-
kan terlalu besar. Apabila kurang bisa dicukupi dengan
memompa S.Brantas, sumur artesis atau penggantian
lanaman. Petani disarankan beralith menanam tanam-
an yang tidak membutuhkan banyak air seperti kede-
lai, padi gogo rancah ateu umbi Cilembu, Walikota
memprihatinkan krisis air dan yakin bahwa petani akan
menyetujui proyek pipanisasi. Petani tidak salah tetapi
air sumber di manapun untuk air minum. Pengolahan
air sungai membutuhkan biaya besar. Cita-citanya, di
tempat-tempal strategis, disediakan air minum gratis.
Petani menolak; kebutuhan air setiap tanaman adalah
tetapan baku dan didasarkan survei mutakhir, bukan
survei [970-an dengan asumsi bahwa lahan ditenami

palawija yang membutuhkan satu kali pengairan dalam
satu musim tanam. Banyak |ahan yang telsh keke-
ringan. Penggantian tanaman memerlukan adaptasi
dan adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi. Petani
lerbiasa menanam lanaman yang bemilai ckonomis
tingg seperti apel, sayur dan Norikultura, sebagai carn
subsistensi dengan keterbatasan lahan, bukan tanaman
lahan kering. Tidak ada titik temu kedua pendapat in1,
lalu oknum pemda melaporkan petani ke polisi dengan
sangkaan berbuat tidak menyenangkan. Lebih dari
4000 warga berunjuk rasa damai menuntut penca-
butan laporan, penghentian pipanisasi, pemenuhan
kebutuhan air dan agar walikota mundur. Ini adalah
konflik sir pertama pasca penetapan UUSDA.

Alokasi Sumber daya Air

Alokasi sumber dava air vang semua berasal dari
sumber pegunungan ialah untuk air minum/
domestik, irigasi, manajemen prival/industri dan sele-
bihnya belum dimanfaatkan (mengalir ke S, Brantas).
Eksploitasi air untuk air minum dilakukan dengan
membangun konstruksi bak di sekeliling sumber
kemudian pipa dimasukkan ke dalam konstruksi, Air
~dengan gravitesi- mengalir melalui pipa primer,
skunder dan tersier ke konsumen, Alokasi menunjuk-
kan bahwa pendapatan (brutto) daerah dari sumber
daya air bisa mencapai jumlah besar.

Keputusan manajemen sumber daya air, sebagai
bagian dari kebijakan publik, antara lain skala prionitas
layanan air di tengah keterbatasan dan degradas:,
harus segera diambil. Skala prioritas yang mengeja-
wantah antara lain dalam alokasi adalah salah satu
indikator keadilan pemimpin dan aspek manajemen
utama. Skala prioritas tidak perlu menempatkan
pemda dalam posisi dilematis. Pemda berkewajiban
menjamin kesejahteraan rakyat dengan memenuhi
kebutuhan komunitas lokal atas air minum dan irigas:
dan privat untuk industri barang dan jasa (wisata) vang
berperan dalam pertumbuhan ekonomi, Pemodelan
kebijakan bisa membantu pengambilan keputusan ini.

Manajemen Sumber daya Air

Subjek manajemen air minum adalah PDAM
Kota Batu, PDAM Kabupaten dan Kota Malang, pri-
vat dan HIPPAM/PAM (masyarakat). Subjek mana-
jemen air irigasi adalah DSDAE, privat dan HIPPA
(masvarakat).




Tabel 1. Perkiraan alokasi manajemen sumber daya air di Batu (DSDAE 2004, diolah)

Darl wis alr

Duri

Ne. A— Dari ketersedinnm sir  yang dikelols  Letersediasn n‘;:"ﬂﬂl-
.  PDAM sir S—
I. Peedansr 17,33 PDAM 0760 1.2 1609 435S 9284
minum Bxu
POAM D491 X.50 241
KabMal
ang
FDAM 0358 oM 20,66
Kots
Malang
Swakrho 01,24 0716
]
1. Irigsi 16,50
1 Mawjemen 1495
oleh privat
4 Adam nxn
Jiman balkin

(Kederangun Ketorsedican air dihitung dari debil sumber berimventarizari (2004) 81876193 2 m' = )
Tabel . Perkirnan pendapatan (brutto) daerah dan institusi manajemen air di Bato

Nou Alokasi Pendapatan {Rp.)
1 Pervediaan air 10.641.858211,17 PDAM Batu 4.666.943.012.40
minum PDAM Kabupaten 3.015.090.814,59
Malmng
PDAM Kota Malang 2.198.375.787.42
Swiakelola T6) 448.596,76
2 lrigasi 16272893398 50
3 Mana emen oleh 16.549.225 550 55
privat
4 Belum dimanfiatkan  17.941.167.739.78

{Keiergmgan - Ketersedioon air dikitung dari debit rumber vang teluh ditmveniar isasi (2004) 8] 8761932 ' dan harga Rp 750,00

per m')

PDAM dalam sistem distribusi air minum mem-
bagi kota menjadi 7 arca layanan mengikuti 7 sumber
utama. Dalam sistem distribusi air irigasi, DSDAE
membagi kota menjadi 3 area irigasi menurut lokasi
sumber dan baku sawah, yaitu: 1) sumber Brantas,
2) S.Brantas dan 3) sumber Metro. Distribusi air
irigasi area sumber Brantas (baku sawah 891 ha) dari
24 sumber langsung ke sawah melalui jaringan relatif
pendek karena dekat dengan sumber pemascknya,
lalu sir mengalir ke area S Brantas (baku sawah 1. 616
ha, terbagi atas 6 arca irigasi). Area sumber Metro
(baku sawah 222 ha) ada di selatan kota. Irigasi dari
sumber Darmi, Kembang dan Kokopan.

Penebangan, kebakaran/pembakaran dan alih
fungsi lahan hutan mengakibatkan banjir dan berku-
rangnya area langkapan hujan schingga debit sumber
menurun. Penurunan debit sumber mengurangi pasok-
an ke sungai. Beberapa sungai berubah menjadi

sclokan (hanya mengalir di musim hujan). Banjir
bandang mengakibatkan kerusakan dam Sarem,
Kekep, Watu Gedek dan Prambatan (03/022004),
berkurangnya pasokan air dari dem-dam ini lalu lnhan
di sekitarnya kekurangan air. Pengambilan air lang-
sung dari sumber-sumber besar oleh PDAM Batu,
PDAM Kabupaten dan Kota Malang (1980-an) telah
memperparsh kekurangan air dan diperkirakan makin
kritis apabila akan dilakukan lagi.

Pemda adalah representasi pemerintah dan pe-
merintah adalah representasi negara, Negara mengua-
sai (mengatur penggunaan dan peruntukan) bumi, air
dan kekayaan di dalamnya (UU No.5/1960 tentang
PDPA). Air adalah hak rakyal. Kebijakan yang lebih
baik ialah delegasi otoritas manajemen air kepada
pemda (DSDAE). Pemda memberikan layanan sir
sebagai bagian dari lavanan publik. Manajemen air
oleh masyarakat (HIPPAM/PAM) dan korporasi



Tabel 3. Alokasi air dari sumber-sumber wiama (DSDAE 2004)

Elevasl  Debit

No. Nama Letak " FPengguna Area Layanan Keterangan
l. Ngesong LITS 112 PDAM Bata (4 Lid), Sumbserjo
Punten PDAM Kota Malarg,
HIPPAMT AM,
irigasi, limpahan ke
S. Bramas
2. Bamywning. 1.115 160 PDAM Kota Malang. Ngaglik, Sisir, Dibawa ke
Punton PDAM Kabupden Temas, Bejl dengan  meserveir &i
Malang, iripasi, debit 40 I'd MNeaglik (kgpasitas
lien pahan ke 5.Hrantas 500 ', loetinggian
LSSy meelalul pipa
transmisi 2 50mm
¥, Cemulo, 1.080 179-160 PDAM Batu (15 1d),  Sidomulya,
Sidomulye Hovd Pumama, Pandanrejo,
HIPPAMPAM, irigasi Torongrejo (5 1id),
Umuk reservoir Beli
(10 1id) melayani
Bl Majorjo.
4. Tdopgowowa, 1040 3630 PDAM Baru (2,5 ¥dL  Pandanrgjo
Bumiaji sisamu PDAM
K ab Malang dm
HIPPAMPAM
5.  Taongbelok, 1,200  41-33 PDAM Bata (2 I"d),  Songgokero,
Pesang grahan HIPPAMTPAM, irfgasi Pesanpgpmban
6. Kainan, 1.250 30-18 PDAM Bat (2,514} Songgokerio,
Pesanggrahan HIPPAMPAM Pesingyrban
7. Damidi 1365 12090 PDAMBatu (101d) Oro-aro Ombao,
blirat Oro-om HIPPFAMPAM (57 Thekung
Ombo Vi) lrigasi (47 Ld) i L

(publik/privat) dibebani charge berbasis kalkukasi
biaya riil. Pemda memperlakukan PDAM sebagai
korporasi independen/otonom (instinusi bisnis mumi)
dengan manajemen profesional, mengesampingkan
intervensi politik.

Kompetisi Manajemen

Korporasi publik/privat, individu dan masysrakat
(petani dan HIPPAM/PAM) menghadapkan operasi
sistem air publik pada format kompetisi. Individu dan
PDAM Kota dan Kabupaten Malang telah meng-
eksploitasi sumber daya air di Batu sejak lama dengan
charge rendah atau gratis. Beberapa sumber besar
dan kawasannya telah dimiliki daerah tetangga it
Penetapan/kenaikan retribusi air untuk bukan perihal
sederhana, memerlukan landasan hukum, memper-
hatikan kepentingan masyarnkat dan daerah sendiri
dan kalkulasi besaran dan kenaikannya mengikuti nilai
kelangkaan air.

HIPPAM/PAM lebih kompetitif dalam “harga™
layanan air, responsivitas pelanggan, kehandalan

{antara lain kontinuitas pasokan) dan kepedulian
lingkungan. Kepuasan pelanggan memandu pertum-
buhannya. HIPPAM/PAM adalah paguyuban orang-
orang kampung, bukan perusahsan dengan tenaga ahli,
modal besar atay MNC dengan jaringan internasional.
Sifat-sifat ini antara lain yang melatarbelakangi pe-
ngambilalihannya oleh PDAM sebagai jalan mudah
untuk eliminasi kompetisi. Dalih lain adalah PDAM
kekurangan pasokan air, inefisiensi sistem karena
kekurangan pelanggan (dibandingkan infrastruktur)
dan tujuan penambahan pendapatan sehingga kontri-
busi untuk daerah lebih besar. PDAM sanggup meng-
ganti biaya infrastruktur yang telah dibelanjakan
masyarakat. Rencana ini sebagaimana penutupan bak
air umum dan perubahan desa menjadi kelurahan-
menghadapi resistensi luas antara lain di Bumiaji,
Pandanrejo, Pesanggrahan dan Sidomulyo. Resistens:
dilatarbelakangi oleh kekhawatiran bertambahnya
charge air. Dalam waktu singkat uang pengganti itu
kembali schingga menjadi semacam kredit.




Pengambilalihan PDAM atas HIPPAM/PAM
Oro-oro Ombo dan Sumberjo telah merubah furan
untuk pemeliharaan menjadi charge vang lebih tinggi.
Mayoritas warga menyalurkan aspirasi politik ke salah
satu partai, Sebagian tokoh masyarakat menyetujui
program vang dilaksanakan scbelum Pemilu 2004
ketika partai itu dominan. Desa-desa vang memperta-
hankan swakelola, pemilih partai itu minoritas sching-
ga tung kuasa. Masyarakat menolak pengambilalihan,
minta PDAM memperbaiki diri dahulu dengan belajar
dari HIPPAM/PAM dan menuntut revisi perda yang
dijadikan dasamya. Harapan masyarakat bertambah
dengan komposisi wakil rakyat yang lebih aspiratif
pasca Pemilu 2004 dan penetapan UL No 32/2004,
Peneliti tidak memperdalam kajian aspirasi politik dan
partisipasi masyarakat dalam manajemen sumber
daya air scbagai salah satu fenomena dalam riset ini.

Pengambilalihan sumber daya air oleh PDAM
yang mengatasnamakan pemda sebagai manifestasi
penguasaan oleh negara adalah penyederhanaan lajak
(over simplificaton) yang bisa diterima apabila
berlaku pula atas korporasi. Implementasi kebijakan
preventif (dan kuratif) tetap taat regulasi (misalnya
Perpres 162005). Pembelian sumber besar Ngesong
dan tanah di sekitarnya oleh pemda dari privat/individu
(09°2005) adalah kebijakan vang tepat, antisipatif dan
bisa dilaksanakan atas sumber-sumber lain yang
dimiliki berbagai pihak. Dengan demikian, privatisasi
di tengah kontroversi, reformasi institusi dan ketidak-
pastian legal formal, yang sudah berlangsung di tingkat
lokal sebelum UL No.7/2004, bisa lebih terukur dan
terstruktur. Apabila tidak, maka sistem pasokan air
publik tidak terjamin bertahan lama. Korporasi privat
dengan dukungan MNC. Privat akan memiliki sumber
besar dan air tanah untuk AMDK, kolam renang,
restoran atau sckadar kesenangan. Industri air akan
berkembang pesat; air dijual dengan harga yang
ditetapkan korporasi sebagammana di dacrah sckitar;
bahkan PDAM bisa dijual ke MNC. Petani harus
membeli air irigasi. Pertumbuhan signifikan prakiek
jual beli sumber dan tanah di area sekitar sumber
mengindikasikan bahwa pemilikan masif sumber terus
berlangsung.

Rekayasa Model

Rekayasa model kebijakan privatisasi air bersih
berbasis data dan analisis deskriptif. Model mendes-
kripsikan manajemen sumber daya air mulai dari
hubungan antar variabel terkait, pemahaman aspek
demografis, kewilayshan, hidrologis, stakeholders,
hingga pendapatan daerah. Tahap rekayasa mengikuti
Eriyatno (1999) dan Muhammadi, et al. (2001)

Analisis Kebutuhan

Analisis kebutuhan adalah tahap awal rekayasa
model, diperlukan untuk mengetahui kebutuhan srake-
holders. Stakeholders kebijakan privatisasi air
bersih, yaitw: 1) individu dan masyarakat pemakai air,
1) petani, 3) korporasi pemakai air, 4) masyarakat
pengelola air (HIPPAM/PAM), 5) korporasi publik
pengelola air setempat (PDAM Batu), 6) korporasi
publik pengelola air daerah tetangga (PDAM
Kabupaten dan Kota Malang), 7) korporasi privat
pengelola air, 8) pemda, 9) pemprov, 10) pemerinizh
pusat, 11) LSM, 12) lembaga keuvangan. Kebutuhan
masing-masing berbeda, bisa jadi berlawanan (Tabel
14},

Identifilcasi Sistem

Identifikasi sistem untuk mengenali variabel yang
berpengaruh dalam sistem. Penentuan varisbel dilaku-
kan dengan telaah pustaka, diskusi dengan pakar,
stakeholders dan pilihan rasional. Hubungan antar
variabe! dipetakan ke dalam causal loop diagram
sebagai dasar rekavasa model.

Mode| kebijakan privatisasi air bersih digambar-
kan dalam diagram yang menunjukkan gans besar
variabel input (comirollable input dan wuncontrol-
lable inpurt), output (desirable output dan wnde-
sirable output) dan kontrol. Melalui mekanisme
kontrol manajemen undesirable outpur diharapkan
menjadi bahan untuk peninjauan ulang atas input
khususnya uncontrollable input

Masalah-masalah dalam Kebijakan Privatisasi
Air Bersih

Berdasarkan analisis kebutuhan, masalah.
masalah dalam kebijakan privatisasi air bersih di Baru,
antara lain;
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Gambar 1. Diagram input-cutput model kebijakan privatisasi air bersih

Kebijakan: a) pemilikan sumber (daya) air oleh

g) sentralisme: ketergantungan pada walikota, h)
konservasi sumber daya air belum maksimal, )
diabaikannya skala prioritas,

Teknis: a) inefisiensi, b) perencanaan yang lemnah,
¢) polusi air.

Operasional: a) manajemen operasi PDAM
seperti dinas/instansi, bukan korporasi, b)
pengambilan keputusan PDAM tidak otonom, ¢)
posisi dilematis PDAM: institusi lsyanan air
publik atau perusahaan, d) pendapatan daerah
dari manajemen air bersih rendah.

Sumber daya manusia: a) mutw/profesionalisme
termasuk penguasaan ilmu pengetahuan dan
teknologi yang rendah, b) rekruitmen dan penjen-
Jjangan lebih mempertimbangkan aspek politik,
bukan merit system, ¢) kelebihan pegawai, d)
belum mendukung good governance.
Organisasional: a) kerancuan tugas pokok, fungsi
dan tanggungjawab DSDAE dan PDAM, b)
tingkat kualitas dan jangkauan layanan air dan
air bersih rendah, ¢) partisipasi masyarakat tidak
terstruktur, d) partisipasi privat dalam penyvediaan
dana untuk infrastruktur air rendah,

Perhatian dalam kebijakan privatisasi air bersih
diperlukan atas: a) kecukupan dan akurasi data, b)
kapasitas institusional dan kapabilitas sumber daya
manusia, ¢) itikad baik dan kemauan politik, d) desain
kebijakan manajemen sumber daya air lokal, ¢)
pertimbangen sumber daya air dalam kebijakan yang
terpadu dengan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.
Perhatian khusus perlu diberikan atas alokasi yang
merupakan perihal utama yang dapat dianalists dengan

simulasi.

Anasir Penting

Anasir penting model kebijakan privatisasi air
bersih, yaitu: tujuan, stakeholders, kendala utama dan
perubahan yang diinginkan (Tabel 15).

Causal Loop

Jumlah populasi sebanding dengan kebutuhan air
dan lahan, berbanding terbalik dengan carchment dan
recharge area. Jumlah populasi dipengaruhi oleh ting-
kat pertumbuhan populasi. Variabel tingkat pertum-
buhan populasi adalah natalitas, mortalitas, imigras:
dan emigrasi. Jumlah populasi masing-masing dengan
natalitas, imigrasi dan densitas populasi membentuk
loap positif; berarti hubungan keduanya reinforcing.
Jumlah populasi masing-masing dengan mortalitas dan
emigrasi membentuk loop negatif; berarti hubungan




keduanya balancing (mortalitas dan emigrasi
menckan jumlah populasi).

Pull factor pertumbuhan populasi antara lain
adalah daya dukung lingkungan termasuk ketersediaan
air dan lahan. Luas Jahan sebagai salah satu komponen
dava dukung lingkungan adalah fakior pembaltas
pertumbuhan populasi, infrastruktur sosial, bisnis,
industri dan komersial. Pertumbuhan ini pada suatu
walktu menuju titik keseimbangan stabil. Konsckuensi
pertumbuhan populasi adalah bertambahnya kebu-
tuban. Pemenuhan kebutuban memerlukan infra-
struktur yang memeriukan lahan dan deforestasi atau
konversi hutan dan lahan pertanian sehingga carch-
ment dan recharge area berkurang. Catchment dan
recharge area sebanding dengan kondisiketersediaan
(mutu, kuantitas dan kontinuitas pasokan) sumber
daya air. Ketersediaan air adalah pull facror pertum-
buhan populasi, pembangunan fasilitas individual,
bisnis, industri, pertanian, komersial, umum dan sosial.
Pembangunan fasilitas akan mengurangi catchment
dan recharge area, terus mengurangi ketersediaan
air dan mempengaruhi iklim yang mempengaruhi

Pengurangan ketersediaan air aken menjadi push
factor tingkat pertumbuhan populasi lalu menekan
jumiah populasi: terdapat dampak berantai dan rein-
forcing. Penambahan jumlah populasi adalah faktor
penguatan yang membentuk model menjadi ekspo-
nensial, yaitu herpengaruh positif terhadap kebutuhan
air, berpengaruh negatif terhadap catchment dan re-
charge area Penambahan kebutuhan air dapat men-
Jjad faktor penyeimbang penambahan jumlah populasi.
Penambahan pertumbuhan industri, bisnis, fasilitas
sosial dan komersial adalah pull factor urbanisasi
(imigrasi). Jumlah populasi bertambah sehingga
dengan luas wilayah tetap densitas populasi bertam-
bah. Densitas populasi adalah push factor emigrasi
dan pertumbuhan populasi. Densitas tinggi mengurangi
kenyamanan dan daya dukung lingkungan.

Pengurangan ketersediaan air mengurangi pe-
nyediaan air minum dan air ingasi yang menggunakan
air dari sumber yang sama. Ada pembagian atau
kompetisi schingga ditctapkan skala prioritas. Air
“limbah" pertanian (juga domestik dan industri) masih
mungkin dikwmpulkan dan diolah untuk berbagai
keperiuan. Pengurangan penyediaan air sebanding
dengan penurunan retribusi air schingga pendapatan

dserah menurun lalu kemampuan dalam pemba-
ngunan infrastruktur dan suprastruktur menurun.
Infrastruktur adalah fakior penting pertumbuhan
ckonomi dan kesejahteraan, Tidak memadainya infra-
struktur dan suprastruktur menjadi push facior
emigrasi, menurunkan pendapatan, aktivitas ekonomi,
kesejahteraan dan berbaga: dampak ikutan lainnya.

Jumlah populasi sebanding dengan kebutuhan
pangan dan konsumsi pangan. Konsumsi pangan
mendorong ekstensifikasi, intensiNkasi, diversifikasi
pertanian. Ekstensifikasi akan mengurang catchment
dan recharge area dan menambah konsumsi air
irigasi. Ekstensifikasi dengan deforestasi mengurangi
hutan sebagai catchment dan recharge area utama.
Deforestasi (atau konversi) juga bisa mempengaruhi
iklim. Iklim vang tidak sesuai menurunkan produk-
tivitas lahan sehingga pendapatan petani berkurang.
Petani kekurangan modal untuk proses produksi
sehingga terpaksa menjual lahan. Lahan ini lazim
digunakan untuk pemukiman dan fasilitas bisais/
komersial. Luas lahan pertanian berkurang. Setelah
menjual lahan maka petani umumnya tetap bertani,
misalnya menjadi buruh tani atau membuka lahan
pertanian baru dengan konversi hutan. Catchment
dan recharge area berkurang dengan akibat sama

Jumlah populasi juga sebanding dengan jumilah
kebutuhan produk barang dan jasa yang dipenuhi
dengan pembangunan industri. Jumlah industri
menambah kebutuhan asir industri. Kebutuhan ini
menyumbang penambahan kebutuhan air total
Penambahan jumlah industri sebanding dengan lahan
terpakai industri dan berakibat pada pengurangan
catchment dan recharge area.

Demikian pula, penambahan jumlah populasi se-
banding dengan jumlah bangunan rumah dan berbagai
fasilitas. Bangunan memerlukan lahan schingga luas
rangi catchment dan recharge area, ketersedinan
gir berkurang manajemen air oleh PDAM berkurang,
pendapatan PDAM berkurang, laba PDAM berku-
rang lalu pendapatan daerah berkurang. Pengurangan
ketersediaan air akan mengurangi pengusahaan air
oleh korporasi. Jumlah korporasi berkurang, retnbusi
air berkurang lalu pendapatan daerah berkurang.

Kebutuhan air total terdiri atas kebutuhan air do-
mestik, irigasi, industri (dan lain-lain). Jika kebutuban
air total -dengan tingkat harga tertentu- dipenuhi oleh
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Gambar 2. Causal loops diagram model eksploitasi air bersih

pemda maka pemda memperoleh pendapatan antara
lain untuk membangun infrastruktur publik yang akan
menambah aktivitas ekonomi, pendapatan populasi,
pendidikan lebih merata dan tinggi. Pendidikan berhu-
bungan dengan mutu sumber daya manusia, pendapat-
an, partisipasi politik dan kearifan manajemen sumber
daya alam. Awr dikelola secara adil untuk kesejahte-
raan misalnya tumbuhnya kesadaran skan reboisasi
dan sumur resapan. Cafchment dan recharge area
bertambah (hutan, tanah, air dan berbagai sumber
daya alam dimanfaatkan secara berkelanjutan) lalu
berturut-turut bertambah pula ketersediaan air, peme-
nuhan kebutuhan air minum dan ingasi, produktivitas
lahan, pendapatan petani dan kesejahteraan masya-
rakat.

Konsckuensi penambahan kebutuhan air bersih
adalah penambahan kebutuhan infrastruktur air. Jika
dana publik tidak cukup maka pemerintah bisa
mengundang partisipasi privat Jumlah dana privat
sebanding dengan posisi tawarnya (penambahan hak
dan pengurangan kewajiban).

Dalam aspek yang berbeda, jumlah kebutuhan
air akan menambah jumiah konsumsi air. Jumiah
ketersediaan air cenderung berkurang sedangkan
yang membutuhkan bertambah, maka kelangkaannya
bertambah schingga nilainya bertambah. Nilai seban-
ding dengan laba. Laba memotivasi partisipasi privat
karena orientasi privat adalah profit. Jumlah korporasi
vang menawar sebanding dengan tingkat kompetisi.
Posisi tawar pemerintah meninggi.

Jaminan pasokan (mutu, kuantitas dan konti-
nuitas) air juga menjadi pull factor bagi korporasi
publik, privat, individu dan kelompok masyarakat untuk
berpartisipasi dalam industri (eksploitasi) air bersih.

Manajemen oleh berbagai pihak (jumlah korporasi/
investasi) akan menambah eksploitasi dan pemenuhan
kebutuban air bersih hingga titik jenuh. Manajemen
ini saling melemahkan/meniadakan karena mengguna-
kan air dari sumber yang sama. Kondisi sumber daya
air sebanding dengan pengusahaan air, pendapatan,
laba, retribusi air dan pendapatan daerah. Apabila ada
regulasi, eksploitasi akan berkelanjutan dan mengun-
tungkan komunitas lokal.

Model
Mode! dinamis ( simbolis) kebijakan privatisasi air

bersih disusun berbasis causal loop diagram. Simu-

lasi (rumning maodel) dilakukan untuk periode 50

tahun (2004-2054). Skenario model dengan asumsi

wsmum:

*  Luas wilayah/lahan eksploitasi tetap/erbatas,

* Jumlah populasi pada awal periode simulasi
(2004) 169.877 jiwa.

*  Angka pertumbuhan populasi tetap (2,01% per
tahun).

+  Ketersediaan gir berbasis jumlah debit sumber
terinveninrisasi pada 2004, yvairu 81.876.193 2m’.

*  Alokasi air efektif (kebocoran, penguapan, inefi-
siensi distribusi diabaikan).

*  Tidak ada pengolahan air untuk air minum atau
air irigasi,

*  Air bersih yang dikelola oleh PDAM untuk me-
menuhi kebutuhan populasi di wilayah kerjanya

*  Degradasi carchment dan recharge area se-
banding dengan penggunaan lahan untuk meme-
nuhi kebutuhan (pertumbuhan) populasi.
Indeks kebutuhan air bersih domestik (IKAD)
minimal 27,7 | per hari (10.117425 m’ per tahun),




IKAD faktual 325 | per hari (149,7525 m’ per
tahun), IKAD optimal 250 | per hari (91,3125
m’ per tahun).

*  Lajuinflasi diabaikan (harga air yang ditentukan
pemerintah tetap Rp750,00 per meter’ sedangkan
harga jual air privat Rp5.000,00 per m’).

*  Pajak atau retribusi air bersih 15% dari penda-
patan privat.

»  PDAM Kabupaten dan Kota Malang belum
dibebani pajak atau retribusi air.

*  Prioritas pemanfaatan air dalam manajemen oleh
publik dan privat adalah untuk air minum.

*  Tidak ada pesaing (institusi lain) yang melakukan
eksploitasi.

*  Tidak ada gangguan atau bencana alam.
Model terdiri atas tiga (sub) model, yaitu:
= Model Demografi, Kebutuhan dan Keter-

sediaan Air Bersih,
- Model Alokasi Manajemen dan Privatisasi
Air Bersih
- Model Eksploitasi Air Bersih
ipus model berupa tabel dan grafik hasil simu-
lzsi untuk mengidentifikasi perilaku vanabel-variabel,
melihat interaksi setiap komponen dan memahami
pengaruh keseluruhan sistem bila terjadi perubahan
salah satu variabel inpur. Beberapa sub-sub model
krusial diterangkan rinci, di antaranya sub-sub model
periumbuhan populasi dihubungkan dengan perkiraan
kebutuhan dan ketersediaan air dani tahun ke tahun,

alokasi air bersih dengan beberapa kemungkinan ske-
nario dan pendapatan daerah dari air bersih. Analisis
output model akan diterangkan dalam sub-sub bab
berikut

Model Eksploitasi Air Bersih

Hasil simulasi/owpur model ke-3 menunjukkan
terjadinya kompetisi ketat antara korporasi publik,
korporasi privat dan masyarakat untuk eksploitasi
sumber daya air sebanyak-banyaknya. Para pihak
mengeksploitasi sumber daya air bebas/milik umum
untuk keuntungan sendin dengan mengabaikan dam-
pak kolektif. Grafik waktu menunjukkan penambahan
secara tajam aktivitas eksploitasi dani waktu ke waktu.
Jumlah eksploitasi berbanding terbalik dengan keter-
sediaan, sebanding dengan keuntungan. Eksploitasi
berlebihan/melampaui daya dukung berakibat sumber
daya terkuras habis, keuntungan pars pihak menurun
dan akhimya merugi. Air adalah sumber daya terbatas,
memerlukan waktu lama untuk pemulihan mandiri.
Keberlanjutan eksploitasi dibatasi oleh keterbatasan
jumiah sumber dava air atau penundaan pemulihan
alamiah,

Model menunjukkan pola kesulitan bérsama
yang dapat diidentifikasi dari adanya sumber daya
air yang terbatas dengan harga mutlak. Grafik perilaku
oufpuf model menunjukkan fasa-fesa perilakunya,
vaitu pertumbuban lambat, pengurangan lambat dan
pengurangan cepat,

Froimi_jmss_peremt  FProee_ehe_ D e bilstery

Gambar 3. Visualisasi model eksploitasi air bersib




Model kesulitan bersama dapat membantu pema-
haman implikasi dari eksploitasi sumber daya air vang
terbatas. Model membantu dalam pemantavan, per-
timbangan dan pengaturan konsumsi, keterbatasan
dan eksploitasi sumber daya air. Struktur itu dapat
menggambarkan kompleksitas konsumsi sumber daya
air sccara bersamaan. Struktur ini juga dapat mem-
bantu mengidentifikasi pengaruh pembangunan, per-
kembangan teknologi dan konsumsi terhadap keber-
lanjutan ketersediaan sumber daya air.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Simulasi model kebijakan manajemen air bersih
mengidentifikasi perbedaan karakteristik kebijakan
manajemen publik versus privat antara lain pada jum-
lah air yang dikelola, pemenuhan kebutuhan air bersih
(tahun awal krisis air) dan pendapatan setiap institus).

Skenario semua ketersediaan air dikelola oleh
publik atau privat mengidentifikasi peran regulatf
pemda dalam manajemen sumber daya air, vaitu atas
alokasi manajemen air, harga, durasi dan retribusi
untuk memastikan manfaat, peran positif privat dan
mengurangi mudlarat. Penundaan krisis air dalam
manajemen privat hanya mungkin jika diutamakan
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Model kebijakan manajemnen otoritas lokal dalam
cksploitasi air bersih menunjukkan bahwa peran
pemerintah signifikan untuk regulasi sumber daya air
sehingga sumber daya ini bisa diharapkan keberlan-
Jutannya.

Saran

Reformas), pengembangan kapasitas dan kapabi-
litas birokrasi untuk maujudnya good environmen-
tal governance dan good waler governance
sehingga kontribusi manajemen sumber daya air untuk
publik bertambah.

Reformasi kebijakan manajemen sumber daya
air termasuk penetapan regulasi yang economically
feasible, environmentally sustainable dan socio-
logically acceptable antara lain mencegah domi-
nanst suatu stakeholders, menggariskan retribusi
manajemen sumber daya air dan ckstensi tugas pokok
dan fungsi pemda (DSDAE).

Meningkatkan partisipasi dan apresiasi srake-
holders dalam manajemen sumber duya air dengan
teladan para pemimpin dan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
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